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ABSTRAK

CATATAN

: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 22 ayat (6), Pasal 26 ayat (2),

Pasal 29, Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41
ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 48 ayat (3), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53, dan Pasal 59 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,
diperlukan pengaturan sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah secara
sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk
mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan kualitas lingkungan hidup,
kesehatan masyarakat, serta kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan
tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga.

Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan
Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, serta Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2021.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai pengolahan sampah, lembaga pengelola
sampah, izin pelayanan pengelolaan sampah, kompensasi, jenis, bentuk, dan tata cara
pemberian insentif, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, peran serta
masyarakat, pembinaan, pengawasan, pengendalian pengelolaan sampah, serta tata cara
dan tahapan penerapan sanksi administratif.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 5 Desember
2025.



